BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH DALAM PP NO 21 TAHUN 2020
A, Pembentukan Aturan Hukum dalam Teori Figh Siyasah Dusturiyah teori
Al-sulthah al-Tasri’iyyah
1. Konsep Negara Hukum Dalam Figh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyahmerupakan salah satu bagian dalam Figh Siyasah yang

membahas tentang masalah ﬁdangan didalam suatu kenegaraan.

@\

Konten dari Figh Siyasah Dustriyali yaitu konsep-konsep konstitusi (Undang-

Undang dasar negara dan sejarah lainnya Perundang- Undangan dalam suatu negara),

legislasi Lembaga demokrasi dan

pembahasan siyasah ] i sturiyah mengkaji
tentang peraturallljperuﬂaﬂly -ﬁﬁh%édﬁL%%%ﬁgmkum oleh lembaga legislatif,
SUMAT TARA MEDAN
peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan
eksekutif. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Atau dalam pengertian yang lebih sedarhana Peraturan Pemerintah adalah Peraturan
pelaksana dari Undang-undang diatasnya yang ditetapkan oleh Presiden. Peraturan

Pemerintah ini adalah produk hukum dari Kekuasaan Eksekutif. Oleh karenanya

%2 Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Figh Sivasah Dusturiyah”, Jurnal
Ilmu Syariah, Hukum Poitik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021), hlm. 67
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beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai Peraturan Pemerintah
ini masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah sebagai bagian dari objek kajian
figh siyasah.

Menurut Abul A’la al-Maududi bentuk hubungan antar-lembaga legislatif,
eksekutif dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak terdapat perintah-perintah yang
jelas. Tetapi konvensi-konvensi (kebiasaan ketatanegaraan) di masa Rasulullah dan

Empat Khalifah memberi cukup pedoman bahwa Kepala Negara Islam merupakan

pimpinan tertinggi dari semua baga negara yang berbeda ini, dan posisi ini

Dalam semua masalah penting n

dipertahankan oleh semua em
ra, seperti perumusan kebijaksanaan atau
pemberian jesatura : Agal ah pemerintahan atau hukum,
khalifah mau t : verk ; an al al wa al-'aqd dan segera
dak ada masalah terkait

tercapai kesepa

dengan peratura am yang benar dari

lembaga legislatif? la B%{la‘r,lElngrll?zX sr{?{k{%lﬁ?ﬁl Gl&rﬂbaga penasihat Kepala Negara,

yang nasihatn&MExBnAMMAlMsuai dengan kehendak

Kepala Negara yang bersangkutan, atau apakah Kepala Negara harus menerima
rekomendasi konsensus mayoritas mereka

Dalam Figh Siyasah Dusturiyah terdapat teori Tasri’iyyah ataupun Bidang
Siyasah  Tasri’iyyah yang membahas persoalan ahlu al-halli waal ’aqdi atau
disebut sebagai perwakilan rakyat yang bertugas sebagai pembuat aturan hukum

didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan

% Abul A'la Maududi, The Islamic Law And Constitution, terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik
Islam",hlm.249
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Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa
dalam Siyasah Dusturiyah terdapat 4 bagian kajian, salah satunya adalah Konstitusi.
Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perUndang-Undangan di suatu
negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perUndang-Undangan

maupun penafsiran.

Dalam Figh Siyasah, konstitusi sendiri disebut sebagai Dusturi kata itu

berasal dari Bahasa Persia. Yang memiliki arti aslinya adalah memiliki kewenangan

)zﬂ.? perkembangan selanjutnya, kata ini
Q).

digunakan untuk mengartika(pe ka\agama yaitu majusi. Setelah mengalami

di bidang agama dan poli

peleberan dalam Bahasa arab, kata dusturi mengembangkan  pemahamannya

inologi dusturi mempunyai
makna sepera kerja sama antara
aupun konstitusi kata

dusturi juga sudah i 1 terjemahan yaitu

Undang- Undang dasar'd8HiViepakaS1SLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan islam
dalam perumusan Undang-Undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap
anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa

membeda-bedakan sertifikat sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.”

Seperjalanan kemajuan era konstitusi dibedakan menjadi tiga, yaitu:

°* Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Sivasah Dusturivah Terhadap Proses Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 30.

% Abdul Wahhab Kahllaf, A/-Siyasah al-Syar’ivah,( Kairo, Dar al-Anshar, 1977),hlm. 25-40.
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1. Negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan pemberlakuan
hukum Figh secara apa adanya. Salah satu contoh negaranya ialah arab
Saudi.

2. Negara yang menanggalkan sama sekali islam dari dasar negaranya dan
mengadaptasi hukum negara barat dalam konstitusi, contoh negaranya
ialah turki pada saat setelah khalifah Usmani.

3. Negara yang mencoba menggabungkan Islam dan barat, contoh negara

yang menggunakan injgt

ah/Indonesia, Aljazair dan mesir.

2. Definisi dan Wewenang ﬁ asri’iyyah

Dalam kajian Figh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga

dan menetapk . n berhak menetapkan
gaskan dalam surah A/-
an’am, 6:57 (in al- i i ana Figh Siyasah,
istilah  al-sulthah al-UFSYERYINSHEDMMKNEGIftlk  menunjukkan salah  satu
SUMATERA UTARA MEDAN
kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah
kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), dan
kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadlaiyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif
/ al-sulthah al-Tasri’iyyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam
untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh

masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan allah SWT dalam

syariat islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

% Dimas Nur Kholbi, “dnalisis Fikih Siyasah Dusturivah Terhadap Proses Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019),hlm.38.
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a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum
yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
b. Masyarakat islam yang melaksanakannya.
c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-

nilai dasar syariat islam.

Jadi, dengan kata lain dalam al-sulthah al-tashri’iyyah pemerintah melakukan
tugas Siyasah syar iyahnya ntuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di
dalam masyarakat islam demi Kent L ha§ umat islam, sesuai dengan semangat
ajaran islam. Sebenarnya pen(gia @ek asaan dengan beberapa kekhususan dan

perbedaan, telah terdapat dalam pemerintah islam jauh sebelum pemikir-pemikir

barat me i ] Kekuasaan Tashri’iyah,
kekuasaan Tan i asaan ini telah berjalan
1 kepala negara. Nabi

memberi tugas-tuga: u dan menguasai

bidang-bidangnya, mesKipEB&ddrsS hiphvivi Srfldhlya bermuara kepada nabi juga.
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam perkembangan dan berbeda-beda sesya dengan perbedaan masa dan tempat.’”’

Kekuasaan legislatif atau al-sulthah al-Tasri’iyyah adalah kekuasaan terpenting
dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan
lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan
dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Jajaran di lembaga legislatif ini diisi oleh

para Mujtahid dan Mufti serta pakar pakar dari berbagai bidang lainnya.”® Dalam

7 Ibid., 39
% Khallaf, al-siyasah al-syar’iyah,hlm. 42
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penetapan syariat islam sebenarnya hanya wewenang Allah SWT, maka wewenang
dan tugas al-sulthah al- Tasri’iyyah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-
sumber syari’at islam, yaitu A/-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW,

dan menjelaskan hukum-hukum yang terdapat didalamnya.

Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif
harus mengikuti ketentuan-ketentuan  kedua sumber syariat islam tersebut.

Dalam hal ini terdapat dua fungsi al-sulthah al-Tasri iyyah, yaitu:

suda terdapat didalam nash 4/-Qur’an dan

Sunnah. Undang-Undang y: itetapkan oleh al-sulthah al- Tasri’iyyah

adalah Undang Undang illahiyah yang disyaratkan dalam 4/-Qur’an dan

dalam Hadith. Pada
yak berbicara masalah-
an suatu permasalahan

secara terperinci.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

b. Melﬁ@%@ﬂﬁeﬂ}qmammasalahan yang secara

tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah al-sulthah al-Tasri’iyyah
harus diisi oleh para mujtahid dan Mufti. Mereka melakukan ijtihad untuk
menetapkan hukumannya dengan jalan Qiyas. Mujtahid dan Mufti
mencari ‘illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang
timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif
harus mengacu terhadap prinsip jalb al-mashalih dan daf al/- mafasid
(mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). Ijtihad tersebut

harus diimbangi dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial
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masyarakat. Agar peraturan yang dibuat dan hasil yang diundangkan
sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan salah satu

pihak.

Undang-Undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga
legilatif atau al-sulthah al-Tasri’iyyah tidak dapat berlaku selamanya dan dapat
diubah. Apabila terdapat perkembangan dalam masyarakat yang mengakibatkan
suatu peraturan harus diubah, maka badan legislatif atau al-sulthah al-Tasri’iyyah
berwenang meninjaukan kemba dag g ntinya dengan Undang-Undang yang

@\ ’
baru yang lebih cocok untuk Perkembangan masyarakat. Dalam anggota legislatif ini

para anggotanya akan berdebat dan bertukan pikiran untuk menentukan

Undang- jada an, maka dikeluarkanlah
Undang-Unda masyarakat. Undang-
tarkan dalam lembaga

sekretariat negara da

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

3. Figh Siya r e ukan Aturan Hukum.
SUMAPER A ETFARRMEDAN

Khalifah sebagai kepala negara islam yang kekuasaannya meliputi seluruh

negaranya, yang mana dalam pembentukan suatu peraturan memiliki prinsip
demokrasi. Dengan demikian khalifah mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk
mengeluarkan suatu ketetapan hukum tidak diatur jelas dalam A/-Qur’an dan
Hadith. Namun hak untuk membuat suatu peraturan perUndang-Undangan
hanyalah milik Allah SWT dan Rasul, sehingga Khalifah mengeluarkan Suatu

Hukum atau qanun atau Undang-Undang yang tidak diatur dengan jelas oleh

% Mahmud Hilmi, Nizham al-Hukm al-Islami, (kairo: Dar al-Hadi, 1978),hlm. 201
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alquran dan hadith. Peraturan yang diperjelas tersebut akan diatur oleh AAlu al-halli
wal Aqdi yang nantinya membentuk suatu Undang-Undang yang akan diberlakukan

dalam masyarakat demi kemaslahatan rakyat dan negara.

Adanya perbedaan beberapa istilah dalam beberapa ulama dikarenakan melihat
tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga ahlu al- halli wal Aqdi yakni memilih
khalifah, menetapkan Undang-Undang, melakukan musyawarah, melakukan
kontrolling  terhadap  kinerja  khalifah di  dalam  menjalankan roda

u ) embentukan UUD dalam islam adalah
) 9
Al-Qur’an dan Sunnah, akan lép \

kepemimpinannya.'® Sumber te

ena, memang bukan buku Undang-Undang,

Al-Qur’an tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan
rakyatnya sing. A/-Qur’an hanya
memuat dasar an islam secara global
saja.

Ayat-ayat yang masih¥global in1 yabarkan oleh nai dalam Sunnahnya,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

baik berbentukQEHRRATIERAC PR AN EDAREPene

Namun demikian A4/-Qur’an dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada
umat islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun
konstitusi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam
hal ini dasar-dasar hukum islam lainnya, seperti ijma’, qiyas, istikhsan, maslaha
mursalah, dari ‘Urf memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi.
Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-

prinsip pokok yang telah digariskan dalam 4/-Qur’an dan Sunnah.

19 1. Suyuthi pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, him.6.
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Fazlur Rahman menjelaskan dan juga menegaskan pentingnya perumusan
ijtiha ini kedalam Dusturiyah, namun Rahman lebih berusaha memperjleas bentuk
dan operasionalisasinya. Menurut Rahman, sebagai Lembaga legislatif atau
Dusturiyah, ijtihad yang dihasilkannya untuk dijadikan sebuah Undang-Undang yang
mengikat, tetapi tidakk terlepas dari kemungkinan benar atau salah. Namun
sejauh  Undang-Undang tersebut mencerminkan kehendak umat ia tetap
meruapakan consensus ijma’ yang bersifat islami dan demokratis serta mengikat

umat islam dalam suatu negage-~ Namun seiring dengan perkembangnya massa

\
konsensus ini dapat diubah ses{f » ;ndisi.

Ulama menurut Rahman tidaklah berfungsi untuk menciptakan sebuah hukum,

tetapi ha i n adanya ide yang islami

kepada masya iran masyarakat sesuai

dengan landas persoalaan Dusturiyah

merupakan tugas ah, namun dapat

mengingkari kebenaranl 3dhMyRPYHAE peimBditbicanukum islam yang dikenal dalam
SUMATERA UTARA MEDAN

sejarah. Dalamm sejarah menunjukkan bahwa yang membentuk hukum islam

adalah penguasa bukan para ulama (fugaha).""

Hal inilah yang nantinya legislasi dilakukan oleh Dusturiyah. Dalam hal ini
adanya peranan penting dari masyarakat untuk mengontrol terhadap kerja Lembaga

legislatif — atau Dusturiyah. Masyarakat dapat mengajukan kebertan apabila

%" Fazlur Rahman, “Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Mille”,
Dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam Transition: Islamic Perspective, (New York :
Oxford Univercity Press, 1982),hlm. 259-260.
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Lembaga Dusturiyah ini tidak sejalan dengan prinsip islam dan aspirasi dari

masyarakat.

Hukum yang dibuat dalam prosedur ini memiliki sifat alami dibandingkan
dengan terbuat dari aliran-aliran tradisional, sebagaimana yang pernah
berkembang dalam sejarah islam. Hkum yang dibuat terakhir merupakan hasil dari
penafsiran individu yang tidak lepas dari subjektivitas mazhab. Hukum yang
terbentuk oleh Lembaga legilatif atau Siyasah Dusturiyahmerupakan pemikiran

i an. Dari pemikiran tersebut Rahman
ey

menyimpulkan bahwa sumbdt-fisikNdari\semua wewenang dan kekuasaan adalah

kolektif yang telah disaring dan

umat islam itu sendiri.  Jadi kekuasaan itu mungkin di lemparkan kepada

Lembaga ang sesuai dengan ajaran

syariat islam."”

B. Tinjauan ukan Peraturan

Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Figh Siﬁm%y%mgh ialah pemerintahan

islam yang mempunyai tugas untuk membuat suatu peraturan atau hukum dan
menetapkan suatu peraturan atau hukum yang berlandaskan firman ALLAH SWT

dalam syariat islam, yaitu:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan suatu

peraturan ataupun hukum yang akan dilaksanakan untuk masyarakat islam.

"2 Dimas Nur Kholbi, “Analisis Figh Siyasah Dusturivah Terhadap Proses
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2019), hlm. 48-49.
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2. Umat islam yang nantinya akan melaksanakannya.
3. Isi sebuah peraturan atau hukum itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai dasar

syariat islam.

Kepemerintahan yang memegang suatu kekuasaan bisa juga disebut khalifah
yang mempunyai gelar sebagai kepala negara. Dalam sistem sejarah islam kepala
negara mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan sebuah

keputusan untuk membuat peraturan atau hukum yang belum diatur dalam A/-Qur’an

}suﬁperaturan perundangan hanyalah milik
N

dan Hadith, namun hak untuk m

kekuasaan da ngan Kepala Negara,
Presiden atau kan sistem kekuasaan

. 1 .
modern yang mana statu kekuasaan dibangun secara konstitusional.'”® Khalifah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

sebagai pimpthMi%fiElM Wluma MIE@mtapkan suatu peraturan

hukum atau Qanun yang belum diatur dengan jelas dalam A/-Qur’an dan Hadith.
Selain kekuasan dalam menetapkan aturan hukum yaitu Khalifah, peran Al-sulthah
al-Tashri’iyah juga berhak menetapkan aturan hukum atau Qanun yang dilaksanakan

oleh lembaga Ahlu al-halli wal Aqdi. Nabi Muhammad SAW bersada :

1B (sliad oo 3] 2B (S) 1 JB bl el ] b o Sl o Cm Uy

ok e ‘rx.ﬂj%xef»\ym Jgmry Biad 1B € a4 0L 10 (Js 1 LS o2l

1 Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitsi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2010), him.77.
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1By (e & oy ade ) o B gy b 13lee JB (T Yy ) a1 JB G4

“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan
hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku
memutuskannya dengan kitabuallah”. Rasulullah SAW
bertanya, jika kamu tidak menemukan didalam kitabuallah?
Muadz r.a menjawab, “aku akan berijtihad dengan pendapatku
dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah SAW Ilalu
menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “segala
puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulnya kepada
apa yang diridhoi oleh allah dan rosulnya.”'*

Berdasarkan hadith diatas tel jjelaskan bahwa kedaulatan yang murni ialah
N
hanya milik Allah SWT. Ap@ akaq texjadi sebuat tuntutan perkembangan sosial

yang mengharuskan menetapkan ™ suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak

ada seorang khalifah atau
pemimpin unt al aqdi. Menghasilkan

suatu aturan h mum terkait dalam hal

Didalam U ’UNWERSIJAS ISWE%WM@ Ahlu al-halli wal
SUMATERR VT

Aqdi dalam menetapkan hukum yang ada di surat an-Nisa’ ayat 58-59, yang

berbunyi:

Ce

4T &) QAT 18 of W07 G ks 1) il 1) T T,38 of 3t 47

N

° -

oA) ot ool SIS AT Bany K G Usls 0520 Ty AT 1ol Ttate 201 1605

C—vv'\

1% Wahbah al Zuhaili, al-Fighu al-Islami, Wa Adillatuhu, 275
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27,

N
O“\) SL‘;E /?’—VU\}/ 3 T}

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
vang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepaga Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-bena W ada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lew mu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut rayid ridha ayat tersebu
kepemerintahan isla i ayat ini menjelaskan kaidah-
kaidah asasi te i kumnya dan juga dasar
kekuasaan neg j ali menyatakan bahwa
ayat ini menjel ubungan dengan

kesejahteraan umatnya dan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari beberapa
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

penafsiran me§iuj NdkQKFPKR Aiates AR Aeviil- ipAghdbil kesimpulan bahwa

dasar kaidah kekuasaan dan kepemerintahaan dalam islam yang berlandakan Al/-

Qur’an yang nantinya akan di dilaksanaan melalui Ulil Amri.

Ulil Amri yang dapat menjelaskan banyak makna, salah satunya ialah Ahlu al-
halli wal Aqdi yaitu kelompok yang paham terhadap pengambilan keputusan dan
memberikan sebuah pertimbanan yang baik demi kepentingan seluruh umat. Uli/
Amri juga dapat berarti sebagai pemerintah dengan khilafah sebagai kepemimpinan.
Adapun Ulil Amri yang dapat berarti sebagai kelompok orang yang bertugas

menjalankan dan menjatuhkan hukum. Dari beberpa penjelasn tersebut dapat diambil
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kesimpiulan bahwa Ulil Amri ini ialah sekelompok yang menjalankan kepemrintahan
dari segala aspek yaitu Dusturiyah, Qadha’iyah, dan juga Tanfidziya. Lembaga
Dusturiyah memuat penjelasan Ulil Amri sebagai Ahlu al-halli wal Agqdi yang mana
sekelompol yang memiliki keahlian untuk mengambil sebuah keputusan dan juga
memberikan pertiimbangan yang sehat demi sebuah kepentingan untuk negara islam.
jajaran yang menempati di lembaga Dusturiyah ini terdiri dari para Mujtahid,

Mufti dan juga para ahli dari berbagai bidang.

Maka disebabkan rahm%t

g .ﬁah-lah kamu berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kéu bdgsikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun b ereka dalam wurusan itu.
bertawakkallah kepada

Allah. Sesungg wakkal kepada- Nya.

Undang-Undang‘dan juga Qonun yang nantinya di cetuskan oleh Ahlu al-halli
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

wal Aqdi hamswmm@mnmm sumber syariat islam.

lembaga Dusturiyah memiliki dua fungsi, pertama ialah dalam segala hal yang
ketentuannya telah teratur dalam A/-Qur’an dan Sunnah Undang-Undang yang
dicetuskan oleh Ahlu al-halli wal Aqdi ialah undang undang illahiyah yaitu yang
disyariatkan di dalam kitab suci 4/-Qur’an dan juga telah dijelaskan dalam hadith

nabi Muhammad SAW.

Semakin berkembangnya masyarakat yang dapat menimbulkan masalah-
masalah yang global dan terperinci yang harus dapat teratasi terutama dalam masa

Pandemic covid-19 ini. Oleh itu kekuasaan Dusturiyah dan Ahlu al-halli wal Aqdi
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memiliki fungsi keduanya ialah melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang
belum dengan jelas dijelaskan di nash. Para mujtahid dan mufti akan melakukan
sebuah ijtihad yang bertujuan untuk menetapkan sebuah Qonum dengan jalan
Qiyas. Mujtahid dan juga mufti akan mencara ‘illat yang terdapat dalam suatu
permaslahan yang timbul dan pastinya disesuaikanlah dengan nash. Ijtihad dari
anggota Dusturiyah ini haruslah sesuai dengan prinsip jal a/-mashalih dan daf al-
mafasid, yaitu yang berarti mengambil maslahat dan menolak kemudorotan. Ijtihad

juga harus melihat situasi yan a di lingkungan masyarakat dan juga harus

nya. Ini nanti akan bertujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMBTERA, UTARAMEDAN, s,

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maaftkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Pembentukan Undang-Undang atau Qonun didalam Figh Siyasah Dusturiyah
yang memiliki kekuasaan adalah al-sulthah  al-tashri’iyah dijalankan oleh

lembaga ahlu ahalli wal aqdi, dalam pengertiannya orang yang memiliki
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kewenangan untuk memutuskan dan menenukan sesuatu atas nama umat atau
lembaga perwakilan yang menamoung dan menyalurkan aspirasi atau suara

masyarkat yang di Negeri kita dinamakan DPR.'"

Menurut al-Anshari Ahlu al-halli wal Aqdi dapat diangkat dengan tiga cara.
Pertama, dengan cara pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Kedua,
pemilihan melalui cara seleksi di dalam lingkup kemasyarakat. Ketiga, anggota yang
diangkat oleh kepala negara. Sebagai Ahlu al-halli wal Aqdi menurut abu a/-maududi

memiliki sejumlah tugas yang h

Diantaranya ialah:

tegas ditentukan di syariat
dengan umat terhadap

2) apat interpretasi

lebih c@ﬁﬁﬁgsﬁglgqshgrﬂaﬁE@}Emutuskan penafsiran yang mana

SEAALER bIARAMELN

3) Jika tidak terdapat sebuah isyarat dengan jelas di 4/-Qur’an dan
Sunnah maka haruslah menegakkan sebuah hukum yang
berhubungan dengan suatu masalah yang sama. Lembaga ini dapat
melaksanakan rumus sebuah hukum tanpa adanya batasan asalkan

tidak bertolak belakang dengan syari’ah.'*

1% Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,hlm.138.

1% Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul
Press,1990), him. 169.
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Figh Siyasah Dusturiyah menjelaskan bahwa dalam segi pembentukan Qonun
itu dilakukan hanya dengan musyawarah lingkup anggota dari Ahlu al- halli wal
Aqdi, di musyawarh ini masyarakat diliatkan untuk pendapatnya dalam membentuk
gonun dan sifatnya tidak mengikat, 4hlu al-halli wal Aqdi berhak membentuk sebuah
Qonun yang mengikat kepada seluruh umat muslim di negara yang bersangkutan

tentang hal yang belum teratur dengan rinci di 4/-Qur’an dan hadith.

Dalam PP No 21/2020 juga merupakan Peraturan yang berlandaskan hukum

Syariah yakni dalam hadits Ra lw mengingatkan untuk tidak memasuki
@\

daerah yang sedang teljangkéen it \dan tidak keluar dari daerah yang sedang

tertimpa wababh.

e &9 A o B s e
kel & W = Ao e sl

Artinya, “Da{}'l\ﬁ%%éﬁ; A@'q Lm ,Qiébl%ﬁlii‘ah, Umar bin Khattab RA
menempu]SEI jalang 1m i Keti i di Sargh, Umar
mendapat b wilayah Syam.
Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW
pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian
jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu

berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” Lalu Umar bin Khattab berbalik
arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia,
maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut
dalam hal ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di realisasikan
dalam PP No21/2020. Ada tiga tugas yang dimainkan negara dalam hal ini. Pertama,

tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
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Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-
sultahah al-tashri'iyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan melakukan
interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al- Quran dan hadis. Interpretasi
adalah usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan
hukum yang dijelaskan nash. Sedangkan analogi adalah melakukan metode qiyas
suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan
persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-

undangan dengan memahami pri

ip-prinsip syari'ah dan kehendak Allah.

L

Tugas melaksanakan @a suindang. Untuk melaksanakannya, negara

Pemerintah (kepala ne'gAHhYEdibhhhd ISleAMphtaGhdthbantunya (kabinet atau dewan
SUMATERA UTARA MEDAN

menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda

antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang
dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga
harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Kemudian tugas
mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh
lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sultahah al-

qadaw'iyah), lembaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum manakala
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terjadi  penyimpangan atau pelanggaran dalam  pembuatan  peraturan

perundangundangan.

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilainilai
ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara
juga didirikan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau
golongan terhadap orang atau golongan lain. Negara mempunyai kekuatan dan

kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak

lebih tin emerintah dan Dewan
Perwakilan R uah peraturan, dalam
konsteks figh n _untuk mewujudkan

kemaslahatan umat, dah segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dijauhi
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

dan dihindari. WWTERAaW&FKMiWWSi bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berpotensi melanggar hak-hak
konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejalan dengan kemaslahatan, dapat
pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratan bagi rakyat serta tidak menciptakan
sebuah keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas,

bijaksana dan berani dalam mengambil keputusan yang terkait hal demikian.



